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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sistem hukum akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
karena pada hakekatnya sistem hukum itu bersifat terbuka dan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diluar hukum itu sendiri seperti faktor kebudayaan, sosial, ekonomi dan lain-lain. 
Sistem hukum akan berkembang sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri, 
pandangan tentang arti atau nilai bagian-bagian seperti peraturan, pengertian dan asas-
asas hukum akan selalu mempengaruhi perkembangan sistem. Meski demikian karena 
struktur atau tatanan yang terjadi sebagai akibat hubungan khusus antara unsur-unsur 
didalam dan diluar sistem memberi ciri khas dalam sistem tersebut, maka sistem dapat 
bertahan sebagai satu kesatuan termasuk didalamnya pembuatan perjanjian. 
Pembangunan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satunya 
adalah dalam bidang pengembangan dunia perbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
kegiatan tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan 
perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan 
dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana, untuk memelihara 
kesinambungan pembangunan tersebut, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.  
           Hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, 
khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha dibidang industri, perdagangan 
bahkan dibidang kehidupan rumah tangga biasa.
1
 Bank dan lembaga keuangan (bukan 
bank) merupakan lembaga yang dalam hal ini menyalurkan dana pinjaman kepada 
masyarakat, yang akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman atau 
provisi dan pendapatan lainnya, yang mana kesemuanya tersebut merupakan pendapatan 
atau keuntungan. Semua dana yang disalurkan merupakan dana yang dihimpun dari 
masyarakat, maka didalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu 
menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada umumnya bank atau lembaga bukan bank tidak 
akan berani memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanyan 
jaminan (collateral). 
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Bank dalam menyalurkan pinjaman menggunakan fasilitas kredit, dimana debitor 
akan mendapatkan dana dari kreditor melalui sistem perjanjian kredit. Perjanjian kredit 
merupakan perjanjian konsensuil antara Debitor dengan Kreditor (dalam hal ini bank) 
yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitor berkewajiban membayar 
kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi 
yang telah disepakati oleh para pihak.
2
 Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang 
strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada 
hal-hal nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas politik dan stabilitas sosial.
3
 
Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 
Perbankan yang menyatakan bahwa, “fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai 
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”4 Ketentuan ini tercermin fungsi bank 
sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds), dengan 
pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lacks of funds).
5
  
Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai 
berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan 
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kemudian yang dimaksud dengan Perjanjian 
Kredit adalah perjanjian pemberian kredit antara pemberi kredit dan penerima kredit, 
setiap kredit yang telah mendapatkan persetujuan dan telah disepakati antara pemberi 
kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.  
Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan  kegiatan usaha paling utama karena 
memiliki pendapatan yang besar dengan menerima berupa bunga atau provisi. Bank atau 
lembaga keuangan (bukan bank) mengambil keuntungan dari modalnya dengan 
mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor merupakan bantuan dari 
kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kepada kreditor. 
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Pengembalian prestasi tersebut oleh bank digunakan untuk membiayai pengeluaran bank 
dan pengembangan bank itu sendiri.  
Praktek yang lazim di dalam perbankan di Indonesia, pada umumnya perjanjian 
kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-
kalusulnya telah disusun sebelumnya oleh bank. Dengan demikian,  maka nasabah 
sebagai calon debitor hanya mempunyai pilihan antara menerima dan seluruh isi klausul-
klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima seluruh isi klausul-klausul itu baik 
sebagian maupun seluruhnya yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit 
tersebut.
6
 Sehingga mau tidak mau nasabah harus menerima persyaratan klausul-klausul 
tersebut. 
Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal.
7
 Perjanjian kredit, dalam hal kedudukan bank sebagai kreditor dan nasabah 
sebagai debitor tidak pernah seimbang. Adakalanya bank lebih kuat daripada nasabah 
debitor dalam hal nasabah debitor termasuk pengusaha golongan ekonomi lemah. Posisi 
bank ketika  berhadapan dengan nasabah yang termasuk konglomerat, maka kedudukan 
bank lemah. Pembuatan perjanjian kredit bank yang dilandaskan hanya pada asas 
kebebasan berkontrak, isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu 
akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak yang kuat.
8
 
Peranan penting dari jaminan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan 
kepada pihak kreditor dalam hal ini bank atau lembaga keuangan (bukan bank) yang 
memiliki hak dan kekuasaan untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang 
jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitor) tidak dapat membayar kembali 
hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan didalam perjanjian (cidera janji). Hal 
tersebut sangat mungkin terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan 
pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dapat menggunakan dana pinjaman dengan 
baik dan berhasil. Merupakan suatu yang wajib dilakukan sebagai langkah keamanan.  
Subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditor  semata-mata, 
tetapi sangat erat kaitannya dengan debitor, sedangkan objek kajiannya adalah benda 
jaminan. Hukum jaminan adalah “keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur 
hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 
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pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit“.9 Objek jaminan dalam hal ini 
adalah objek jaminan barang bergerak dan barang tidak bergerak.  
Sehubungan dengan hal tersebut dalam hukum perdata dikenal dua jenis hak 
kebendaan berdasarkan sifatnya, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan 
hak kebendaan yang memberikan jaminan. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 
mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan, 
jaminan materiil adalah : 
10
 
 
“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri 
mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap 
siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan immateriil 
(perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan 
tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitor umumnya.” 
 
Benda bergerak adalah benda yang dapat berpindah tempat atau berpindah 
objeknya, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang objeknya tidak dapat 
berpindah tempat.  
Jaminan yang baik menurut Munir Fuadi salah satunya adalah nilai suatu jaminan 
dapat meningkat dan cenderung relative tetap dan jaminan tersebut mudah dinilai, oleh 
karena itu dalam prakteknya, terkait dengan jaminan yang paling banyak diminta oleh 
bank adalah berupa tanah karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang 
menguntungkan.
11
 Jaminan yang oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan 
aman adalah tanah dengan jaminan maka tepatnya adalah Hak Tanggungan. Perspektif 
tersebut menganggap bahwa kemudahan dalam mengidentifikasikan objek dari Hak 
Tanggungan itu sifat eksekusinya sangat jelas. Perspektif yang lain bahwa hutang yang 
dijamin dengan Hak Tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya 
dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan.
12
 Gambaran 
tersebut didasari oleh adanya kemudahan dalam mengidentifikasikan objek Hak 
Tanggungan, serta jelas dan pasti dalam eksekusinya. Jaminan dapat dibedakan menjadi 
2 macam, yaitu:
 13
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1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan  
2. Jaminan immateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan. 
“Pentingnya lembaga hak jaminan ini dikarenakan semakin meningkatnya 
kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan dibidang ekonomi pada 
khususnya. Untuk itu dibutuhkan tersedianya dana pembangunan yang cukup besar, yang 
sebagian diperoleh melalui kegiatan perkreditan.”14  
Lembaga yang jaminan tersebut salah satunya Hak Tanggungan sesuai Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta Benda-benda 
yang Berkaitan dengan Tanah. Peraturan tersebut menggantikan Hypotheek dan 
credietverband yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena tidak ada peraturan 
yang mengaturnya secara lengkap sesuai keinginan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam memberi jaminan 
harus berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan 
dengan tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
Menurut Boedi Harsono, hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah 
yang berisikan serangkaian wewenang, dan kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib 
atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 
kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam 
hukum tanah
15
  
Menurut Herma Yulis dalam Achmad Rubaeie, tanah mempunyai arti penting 
karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset, tanah 
merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk 
hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal 
dalam pembangunan dan tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting 
sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek spekulasi. 
16
 Hak-hak atas tanah yang 
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dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna 
Bangunan, hak atas tanah berupa Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan 
yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga 
dibebani Hak Tanggungan.
17
 Menurut Budi Harsono, Hak Tanggungan merupakan hak 
penguasaan atas tanah yang memberi kewenangan kepada kreditor tertentu untuk 
menjual lelang bidang tanah tertentu yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutang 
tertentu dalam hal debitor cidera janji dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan 
tersebut, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain.
18
 Pelaksanaan 
pembebanan Hak Tanggungan melalui tiga tahap, yaitu tahap perjanjian utang piutang 
antara debitor dan kreditor, proses pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan proses pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan. Objek 
jaminan benda tidak bergerak atau hak atas tanah merupakan objek Hak Tanggungan,  
maka pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), selanjutnya Hak Tanggungan 
tersebut didaftarkan pada Kantor pertanahan Pada asasnya pembebanan Hak Tanggungan 
wajib dan harus dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan akan tetapi apabila 
pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
karena suatu sebab tertentu, maka di perkenankan membuat surat kuasa kepada orang 
lain, untuk atas nama Pemberi Hak Tanggungan menghadap Pejabat Pembuat Akta 
Tanah untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan. Surat kuasa tersebut 
merupakan akta otentik, yang dikenal sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT). Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut hanya 
dapat dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
Hak Tanggungan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 
mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa Hak Tanggungan membebani 
secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap bagian Hak Tanggungan tersebut. Pada 
asasnya Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya keharusan 
untuk pelunasan utang sekaligus biarpun yang dijadikan jaminan itu beberapa persil 
tanah/ bangunan, kecuali ditentukan lain dalam pengikat perjanjian pemberian Hak 
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Tanggungan tersebut.
19
  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah serta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah menentukan pada saat 
pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atau Akta Pemberian Hak 
Tanggungan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah diharuskan memiliki keyakinan 
yang kuat bahwa pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang berwenang dalam 
melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, meskipun keyakinan yang oleh undang-
undang baru dipersyaratkan saat Hak Tanggungan didaftarkan. Persyaratan tersebut 
diatas berguna untuk menghindari terjadinya pemberian Hak Tanggungan atau 
pemberian kuasa oleh orang yang tidak berwenang atas tanah objek Hak Tanggungan. 
Sebagai suatu contoh tanah belum terbebas dari sengketa, pembebanan atau pemblokiran 
yang menyebabkan pemberi kuasa atau pemberi Hak Tanggungan tidak diperkenankan 
untuk membebankan tanah dengan Hak Tanggungan. 
Pemberian Hak Tanggungan didahului dangan janji untuk memberikan Hak 
Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan didalam 
perjanjian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang 
bersangkutan atas perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Hak Tanggungan 
wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Pendaftaran tersebut dilakukan selambat-
lambatnya 7 hari kerja setelah penandatanganan akta Pemberian Hak Tanggungan. Istilah 
Hak Tanggungan itu lebih jelas setelah lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, 
untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan, pada tanggal 9 April 
1996.
20
 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak 
Tanggungan), yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang 
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu 
terhadap kreditor-kreditor lain. Hal ini berarti objek Hak Tanggungan adalah tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Peran tanah bagi pemenuhan 
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kebutuhan manusia akan terus meningkat baik untuk tempat tinggal ataupun kegiatan 
usaha. 
Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) wajib dicantumkan syarat-
syarat dan janji-janji didalamnya yang berkaitan untuk proses Hak Tanggungan. Hak 
Tanggungan bersifat accesoir maksudnya perjanjian Hak Tanggungan ini tidak berdiri 
sendiri karena sebelumnya didahului perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang. 
Apabila perjanjian pokok hapus atau batal maka secara otomatis perjanjian accesoir 
menjadi hapus juga. Dengan Hak Tanggungan, ada suatu kemudahan dalam 
mengidentifikasi objek Hak Tanggungan, serta jelas dan pasti eksekusinya.  
Pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
dan dilakukan sendiri oleh pemilik benda tersebut, dalam suatu keadaan tertentu yaitu 
apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir, maka wajib menunjuk orang lain sebagai 
kuasanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut 
SKMHT). Pihak ketiga dapat hadir apabila yang dijadikan jaminan bukan milik debitor 
sendiri. Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-
Undang Hak Tanggungan), pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau 
badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum 
terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. 
Hak Tanggungan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan 
Tanah Undang-Undang Hak Tanggungan memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi. Artinya 
bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak Tanggungan dan setiap 
bagian Hak Tanggungan tersebut. Apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang 
dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak 
Tanggungan, akan tetapi Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak 
Tanggungan yang belum dilunasi. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 
Kantor Pertanahan, didalam Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 
(Undang-Undang Hak Tanggungan) sebagai bukti adanya pemberian Hak Tanggungan, 
Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Salah satu fasilitas yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan yakni 
mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya jika pemberi Hak Tanggungan (debitor) tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, demikian disebutkan dalam 
Penjelasan Umum angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan. Adapun mengenai tata 
cara eksekusi objek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak 
Tanggungan. Bank selaku kreditor dalam hal ini dapat melaksanakan eksekusi.   
Terjadi wanprestasi jika debitor sama sekali tidak memenuhi kewajibannya yakni 
tidak membayar angsuran kredit beserta bunga dan dendanya sekalian, atau dalam 
terminologi perbankan dianggap sebagai suatu kemacetan kredit. Menurut J Satrio: “ 
Suatu keadaan dimana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi 
sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat di persalahkan kepadanya”. 21 Bank 
Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/Kep/Dir, 
tanggal 12 Nopember 1998 menggolongkan kualitas kredit ke dalam 5 jenis, yaitu (1) 
kredit lancar; (2) kredit dalam perhatian khusus (specialmention); (3) kredit kurang 
lancar (substandard); (4) kredit diragukan (doubtful); dan (5) kredit macet (loss). 
Tindakan penyelamatan dana oleh bank dilakukan sejak kredit memerlukan 
perhatian khusus karena terjadi tunggakan sampai 90 hari pembayaran. Pada kondisi 
demikian bank memanggil debitor guna membicarakan kredit yang mulai bermasalah itu. 
Kadangkala bank ikut membantu debitor dalam mengatasi persoalan kredit bermasalah 
tersebut melalui upaya reconditioning, rescheduling dan restructuring agar kredit yang 
bermasalah dapat disehatkan.  
Upaya penyelamatan ternyata tidak membawa hasil, tetapi justru malah 
bertambah parah dan terjadi kredit macet, maka untuk mengurangi kerugian, bank 
melakukah penjualan barang jaminan yang sebelumnya telah diberikan oleh debitor. 
Jaminan berupa Hak Tanggungan digunakan untuk keamanan pihak bank apabila debitor 
melakukan wanprestasi. Bagi lembaga perbankan, lebih disukai lembaga jaminan dalam 
bentuk Hak Tanggungan, hal ini tidak semata-mata dipengaruhi oleh nilai ekonomis pada 
tanah dan bangunan yang cenderung mengalami peningkatan akan tetapi karena 
kemudahan eksekusi jaminan Hak Tanggungan sebagaimana diakomodir dalam Undang-
undang Hak Tanggungan serta diperkuat pula dengan ciri dari Hak Tanggungan yang 
kuat dan pasti dalam pelaksanaannya bilamana terjadi wanprestasi atau cidera janji oleh 
debitor.
22
 Bank dapat menutup piutang atau sisa kredit dengan melaksanakan hak-haknya 
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 Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No.4, cet.1, 
PT. Citra Anditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 15  
sesuai janji-janji dengan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diberikan oleh 
debitor.  
Sesungguhnya keterkaitan eksekusi, meliputi antara lain permasalahan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kreditor dalam hubungan perikatan yang 
tertuju pada harta kekayaan debitor, manakala perikatan tersebut tidak dapat dipenuhi 
secara sukarela oleh debitor. Ada beberapa macam kreditor, seperti : 
23
 
 
1. Kreditor konkuren  
Kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa 
hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang 
secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitor. 
2. Kreditor preferen  
Kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifatpiutangnya oleh undang-
undang diberi kedudukan istimewa (privilege) 
3. Kreditor separatis 
Kreditor pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata yaitu Gadai dan Hipotik.   
 
Tingkatan kreditor tersebut sebetulnya berkaitan erat dengan masalah eksekusi atau 
dalam hal terjadi kepailitan pada debitor. Apabila terjadi kedua peristiwa tersebut, maka 
disinilah tingkatan kreditor akan muncul, dalam arti menentukan kreditor mana yang 
harus didahulukan terlebih dahulu dalam pemenuhan haknya. 
 Berdasarkan sikap tegas pengadilan dalam hal ini Mahkamah Agung (MA), 
dalam putusan Nomor 3021 K/Pdt/1984 tertanggal 30 Januari 1984 menyatakan bahwa 
pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan tanpa fiat atau meminta persetujuan 
Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang dilakukan adalah 
batal demi hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat mempengaruhi lembaga 
parate eksekusi yang sejak awal dimaksudkan untuk mempermudah kreditor dalam 
penyelesaian piutang agar terjadi percepatan pengembalian piutang kreditor pemegang 
Hak Tanggungan. Lembaga parate eksekusi akan bermanfaat selain demi kreditor 
preferen sebagai sarana untuk percepatan pengembalian piutang dari debitor yang 
wanprestasi, juga bermanfaat bagi debitor itu sendiri, yaitu agar jumlah hutang tidak 
bertambah besar apabila eksekusi yang dilakukan menjadi lama atau berlarut-larut  
Setelah disahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan undang-
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undang tersebut, jika debitur mengalami wanprestasi, maka objek Hak Tanggungan 
dijual melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan 
dengan hak mendahului kreditur lain. Jadi, melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan bisa 
batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat. Pertama, penjualan objek Hak 
Tanggungan bisa dilakukan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan 
pemegang Hak Tanggungan. Kedua, penjualan hanya dapat dilakukan setelah lewat satu 
bulan sejak pemberitahuan oleh pemberi atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-
pihak berkepentingan.  
Pemberitahuan juga harus ditambahkan pengumuman minimal di dua media 
massa. Ketiga, tidak ada pihak yang keberatan. 
Tiga macam Eksekusi Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan 
adalah :
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1.   Titel Eksekutorial 
Titel Eksekutorial  yaitu eksekusi berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dilakukan melalui tata cara dengan menggunakan 
lembaga parate executie sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Jenis eksekusi ini 
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
2.   Eksekusi atas Kekuasaan Sendiri 
Eksekusi atas kekuasaan sendiri ini harus diperjanjikan dalam perjanjian 
sebelumnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan 
sendiri melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan itu. 
3.   Eksekusi Di bawah Tangan 
Eksekusi penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 
(2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan. Inti dasar dari pasal ini adalah adanya 
kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan bahwa penjualan di 
bawah tangan objek Hak Tanggungan akan memperoleh harga tertinggi yang akan 
menguntungkan semua pihak.  
 
Pada penelitian ini dititikberatkan pada penyelesaian eksekusi objek Hak 
Tanggungan secara di bawah tangan. Penyelesaian eksekusi objek Hak Tanggungan di 
bawah tangan  merupakan cara yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh 
pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Tujuan penjualan objek Hak Tanggungan 
secara di bawah tangan ini untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak merugikan 
debitor atau pemilik barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan objek hak jaminan 
(termasuk Hak Tanggungan) dilakukan melalui pelelangan umum maka harga jualnya 
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jauh di bawah harga pasar. Hal ini terjadi jika peminat lelang atas barang jaminan tidak 
sesuai harapan penjual lelang. Di samping itu juga dapat terjadi karena ada kolusi antara 
pejabat lelang dengan kreditor yang memakai orang suruhan (strooman) untul membeli 
barang jaminan dengan harga murah atau di bawah harga pasar. Praktik rekayasa dalam 
penjualan lelang itu jelas merugikan debitor selaku pemilik barang jaminan, karena tidak 
dapat memperoleh sisa uang hasil penjualan lelang barang jaminan sebagai akibat terjual 
dengan harga murah. Kerugian lain akibat barang jaminan dijual dengan harga murah 
yaitu hasil penjualan tidak cukup untuk membayar hutang debitor beserta bunganya, 
sehingga debitor masih mempunyai beban hutang kepada kreditor. 
Sering ditemukan penyelesaian masalah Hak Tanggungan dilakukan secara 
sukarela, melalui penyelesaian di bawah tangan. Penyelesaian seperti ini memiliki 
banyak keuntungan, penjualan di bawah tangan objek Hak Tanggungan akan 
memperoleh harga tertinggi yang sudah pasti akan menguntungkan semua pihak 
sehingga tidak merugikan debitor atau pemilik barang jaminan. Eksekusi objek Hak 
Tanggungan secara di bawah tangan merupakan salah satu cara yang paling mudah dan 
dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi serta pemegang Hak Tanggungan. 
Kasus-kasus seputar kredit macet, penyelesaian akhir memposisikan debitor 
selaku pihak yang tidak diuntungkan. Guna memberikan keseimbangan dan keadilan 
mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara pemberi dan pemegang 
Hak Tanggungan maka diperlukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan 
dilandasi itikad baik sehingga penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di 
bawah tangan. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran 
seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu mengadakan perbuatan 
hukum. Itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian 
itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut 
dalam masyarakat.
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 Bank Perkreditan Rakyat Surya Utama Sukoharjo merupakan Bank 
Perkreditan Rakyat yang berdiri sejak tahun 2009, dalam menjalankan usahanya 
mengedepankan asas kekeluargaan, sehingga seluruh nasabah yang memiliki awearness 
yang tinggi terhadap tanggung jawabnya, dibuktikan dengan lancarnya pembayaran dan 
kooperatifnya setiap nasabah apabila terjadi kredit macet, jadi sangat dipahami sekali 
apabila Bank Perkreditan Rakyat Surya Utama Sukoharjo mayoritas dalam penyelesaian 
masalah kredit macet dilakukan melalui penyelesaian dibawah tangan.  
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Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, sebelumnya telah dilakukan penelitian 
hukum yang sejenis yaitu : 
Pertama, penelitian hukum ini diperoleh dari jurnal yang dibuat oleh Jouneer 
Elyssa Lopulalan dengan judul “Kajian Hukum Proses Eksekusi Barang Yang Dibebani 
Hak Tanggungan.“ Penelitian tersebut untuk mengetahui tata cara eksekusi barang yang 
dibebani Hak Tanggungan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait 
eksekusi objek Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak 
Tanggungan.  
 Kedua, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Indonesia yang disusun oleh Yordan Demesky dengan judul 
“Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit 
Bermasalah di PT Bank Permata Tbk.” Penelitian hukum ini membahas tentang 
pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata 
Tbk sebagai alternatif penyelesaian kredit bermasalah.  
  Ketiga, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Diponegoro yang disusun oleh Sugeng Nugroho, SH dengan 
judul “Analisis Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Semarang.“ Penelitian 
hukum tersebut membahas tentang praktek penyelesaian lelang eksekusi dan 
menganalisa kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian eksekusi melalui Hak 
Tanggungan di Pengadilan Negeri Semarang.  
  Keempat, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Diponegoro yang disusun oleh Ngadenan, SH. dengan judul 
“Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan 
Hukum Bagi Kepentingan Kreditor di Mungkid.“ Penelitian hukum tersebut mengangkat 
permasalahan apakah eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dapat memberikan 
perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor dan mengatasi kendala-kendala yang 
ada dalam pelaksanaannya.  
       Kelima, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Udayana yang disusun oleh Lily Marheni dengan judul 
”Kedudukan Benda Jaminan Yang dibebani Hak Tanggungan Apabila terjadi Eksekusi 
Dalam Hal Debitor Pailit Dari Perspektif Hukum Kepailitan.” Penelitian hukum tersebut 
membahas mengenai kedudukan benda jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan 
apabila debitor dinyatakan pailit, kedudukan benda jaminan yang dibebani Hak 
Tanggungan baik yang telah ada pada saat pailit ditetapkan serta kekayaan debitor yang 
akan ada, menjadi harta pailit (Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang 
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).  
Keenam, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Indonesia yang disusun oleh Grace Anne Torang dengan judul 
“Penolakan Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan (Analisa Putusan Mahkamah 
Agung No. 212/K/TUN/2010)”.  Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis 
Putusan Mahkamah Agung No. 212/K/TUN/2010 terkait penolakan pelaksanaan parate 
eksekusi Hak Tanggungan.  Bahwa mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (Pasal15 ayat (1) huruf (b)) pada asasnya hanya digunakan apabila benar-
benar diperlukan, karena sesungguhnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan 
sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan dilakukan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mengenai muatannya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) 
huruf (b), substitusi yang dilarang menurut Undang-undang Hak Tanggungan Hak 
Tanggungan adalah penggantian penerimaan kuasa melalui pengalihan, bukan 
merupakan substitusi. Jika penerima kuasa memberikan kuasa kepada pihak lain dalam 
rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya, misalnya direksi Bank menugaskan 
pelaksanaan kuasa yang diterimanya kepada kepala cabangnya atau pihak lain. Adanya 
Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan yang membawa dampak penolakan 
terhadap pelaksanaan lelang Parate Eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung. Perbedaan dasar penolakan dari kedua lembaga 
yang terkait erat dalam proses pelelangan yaitu Ketua Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) dan Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan masih belum 
sempurnanya pemahaman mengenai Undang-undang Hak Tanggungan, tidak hanya 
penolakan pelaksanaan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan merugikan pihak 
kreditor dan debitor tetapi juga merugikan masyarakat pada umumnya karena telah 
terjadi ketidakpastian hukum.  
Ketujuh, penelitian hukum ini diperoleh dari tesis Program Studi Magister 
Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dan disusun oleh Belinda dengan judul “Akibat 
Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitor Terhadap Kreditor Pemegang Hak 
Tanggungan”. Penelitan hukum tersebut membahas mengenai  pelaksanaan kepailitan 
kreditor terhadap debitor dengan mengajukan permohonan pailit debitor di Pengadilan 
Niaga, kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan dalam putusan kepailitan bukan 
berkedudukan sebagai kreditor preferen sebagaimana diatur dalam hukum perdata umum 
yaitu kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan yang harus didahulukan 
pembayaran piutangnya, akibat kepailitan terhadap kreditor pemegang Hak Tanggungan 
dalam eksekusi Hak Tanggungan adalah pelaksanaan hak preferensi dari kreditor 
pemegang Hak Tanggungan ketika tidak dalam kepailitan yaitu adanya ketentuan 
mengenai masa tangguh (stay) selama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit 
untuk mengeksekusi benda jaminan Hak Tanggungan yang dipegangnya. 
Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah dalam hal 
terjadinya debitor atau pemberi Hak Tanggungan yang merupakan pemilik jaminan 
secara sukarela mengadakan kesepakatan untuk melakukan penjualan di bawah tangan 
objek Hak Tanggungan yang diharapkan memperoleh harga tertinggi yang akan 
menguntungkan semua pihak.  Eksekusi objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan 
merupakan cara yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi dan 
pemegang Hak Tanggungan. Tujuan penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah 
tangan ini untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak merugikan debitor atau pemilik 
barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan objek hak jaminan (termasuk Hak 
Tanggungan) dilakukan melalui pelelangan umum namun harga jualnya jauh di bawah 
harga pasar. Hal ini terjadi jika peminat lelang atas barang jaminan tidak sesuai harapan 
penjual lelang. Di samping itu juga dapat terjadi karena ada kolusi antara pejabat lelang 
dengan kreditor yang memakai orang suruhan (strooman) untul membeli barang jaminan 
dengan harga murah atau di bawah harga pasar. Praktik rekayasa dalam penjualan lelang 
itu jelas merugikan debitor selaku pemilik barang jaminan, karena tidak dapat 
memperoleh sisa uang hasil penjualan lelang barang jaminan sebagai akibat terjual 
dengan harga murah. Kerugian lain akibat barang jaminan dijual dengan harga murah 
yaitu hasil penjualan tidak cukup untuk membayar hutang debitor beserta bunganya, 
sehingga debitor masih mempunyai beban hutang kepada kreditor. 
Penjualan secara di bawah tangan atas benda-benda yang menjadi objek Hak 
Tanggungan dapat dilakukan guna mengambil pelunasan piutang kreditor yang 
tertunggak pada debitor, tanpa melalui Kantor Lelang Negara dan tanpa melalui fiat 
eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Penjualan secara di bawah tangan dapat 
dilaksanakan bila timbul kesepakatan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat 
antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Penyelesaian melalui musyawarah dan 
mufakat merupakan budaya luhur dari masyarakat Indonesia dan masih dipertahankan 
sampai sekarang.  Solusi tersebut merupakan salah satu perbedaan antara penelitian yang 
telah dilakukan sebelumnya. Penyelesaian kesepakatan yang dilakukan secara 
musyawarah dan mufakat antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan merupakan 
salah satu pengembangan hukum jaminan yang didasari oleh adanya kesepakatan untuk 
untuk mencari penyelesaian yang dapat memberikan win-win solution sehingga 
menguntungkan kedua belah pihak.    
 Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji tentang “Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Penjualan 
Di Bawah Tangan Berdasarkan Prinsip Keadilan.“ Sehingga dengan adanya kajian 
tersebut dapat untuk mengetahui pelaksanaan Hak Tanggungan secara sukarela 
berdasarkan prinsip keadilan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang  yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahan untuk dibahas dan dikaji lebih rinci. Adapun beberapa 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,yaitu : 
1. Mengapa debitor dan kreditor memilih eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan 
di bawah tangan di Bank Perkreditan Rakyat Surya Utama Sukoharjo ? 
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui penjualan dibawah tangan 
berdasarkan prinsip keadilan di Bank Perkreditan Rakyat Surya Utama Sukoharjo ? 
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan eksekusi 
Hak Tanggungan melalui penjualan di bawah tangan? 
4. Bagaimana alternatif solusi dalam menyikapi kendala-kendala dalam pelaksanaan 
eksekusi Hak Tanggungan  melalui penjualan di bawah tangan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu yang hendak 
dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
      Tujuan Objekif dari penelitian ini adalah : 
a. Mengetahui dan menganalisis pilihan debitor dan kreditor dalam pelaksanaan 
eksekusi di bawah tangan. 
b. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan secara di 
bawah tangan menurut Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. 
c. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi para pihak dalam proses 
pelaksanaan eksekusi di bawah tangan beserta alternatif solusinya. 
2. Tujuan Subjektif 
     Tujuan Subjekif dari penelitian ini adalah : 
a. Menambah pengetahuan, wawasan dan kemampuan analitis penulis mengenai 
proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di bawah tangan menurut Undang-
Undang Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan.  
b. Melatih kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu kenotariatan, 
mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta pengetahuan yang 
didapat selama perkuliahan guna menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
muncul dalam hal  proses pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di bawah 
tangan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan. 
c. Memperoleh bahan dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan 
penyusunan tesis untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar 
Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna, 
khususnya bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri serta bermanfaat bagi penulis 
maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah : 
a. Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai hukum jaminan 
khususnya jaminan Hak Tanggungan mengenai pelaksanaan eksekusi di bawah 
tangan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan. 
b. Pengembangan wawasan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah 
dibidang hukum terutama hukum jaminan 
c. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum 
jaminan tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dibawah tangan menurut 
Undang-Undang Hak Tanggungan berdasarkan prinsip keadilan. 
 
2. Manfaat Praktis 
 Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah : 
a. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat membantu pengembangan 
hukum terutama dalam menyikapi perjanjian kredit dengan jaminan khususnya 
Hak Tanggungan apabila timbul pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan secara di 
bawah tangan.   
b. Sebagai pengetahuan di bidang hukum, untuk mengungkap permasalahan tertentu 
secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada tersebut dengan 
metode ilmiah sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah 
penulis terima selama kuliah.khususnya tentang pelaksanaan eksekusi Hak 
Tanggungan secara di bawah tangan.  
Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-
pihak atau masyarakat umum apabila dihadapkan pada masalah hukum khususnya eksekusi 
Hak Tanggungan secara di bawah tangan. 
